



(KAJ1AN TENTANG DAMPAK GLOBAIJSAS1 PASAR BEBAS 
TERHADAP DUNIA BERKEMBANG) 
Abstrak 
Dampak Ero ghbalisasi terhadap negara berkembang, alean berpengaruh pada 
perubahan strnktur ma.ryarakat Indonesia dari ma.9arakat agrarZ:f menuju ke 
stmktur I nduJtrialis. Dampak yang akan ditimbulkan kemudiatt adalah muncul'!Ja 
kese11ja11ga11 domestik serta tzaak merata'!}a hasil pemba11guna11 ekonomi yang dapat 
mengarah pada terjadi'!J(l kerusuhan sosial dan unjuk rosa di mana-mana. 
Ba1!Jak orang yang merasa tidok terlindungi alas hak yang dimiliki, yang 
semeslil!Ja dapat memberikan Sll(J/u kebebasan terhadap pelaku ekonomi. Peron 
pemen·ntah dalam masalah ini sebenamya ha1!Ja sebagai pemberi fasilitas zmtuk 
menjaga apabila e/ennomi ingin diberd(!yakan don berkemhang, maka ia harus 
mengzlJx!Jakan ada1!Ja suatu kompetisi yang bebas, dimana pemerintah hams 
memberanikan diri untuk bertindok apabila tata ekonomi mengalami ganl,J!,uan dari 
pelaku-pelaku ekonomZ: 
Hok asasi manusia selearang ini meminjukan ada'!J(l S1lfJtu perlNasan, 
karena di dukung de-ngan ada>rya konsep perkembangan suatu e/ennomi don teon: 
hak asasi manusia yang didukung oleh konsep Baral, yang me'!Yatakan bahwa 
otonomi merupakan suatu kebebasan individu dalam mengahadapi kekuasaan 
pemerintah don politik. Dalam ha/ ini bahwa /ennsep hak asasi 111a11usia dapat 
mempengamhi sikap dan ke1!Jafaa11 luas untuk memiliki akibat yang f!Yala dan 
positif dalam program P"!Yek pe111banguna11 di dunia berkembang. 
Pada akhirnya pembangunan di dunia berkembangyang berorientasi kepada 
pasar bebas do/am menghadapi era ghhalisasi memmtut adal!Ja suatu kebijakan 
untuk terpelihara'!Ya stabilitas yang mendorongpertumbuhan e/ennomi do/am waktu 
yang bersamaan dan dapat melindungi pihak yang lemah dari sisi negatif industrialis 
melabii pembahaman hukum. 
Kata Kunci: HAM, ekonomi, globalisasi, pasar bebas, dunia berkembang. 
PENDAHULUAN 
Upaya mencapai integrasi perekonomian yang optimal memang sulit, 
namun berbagai upaya yang di lakukao oleh sementara pelaku ekonomi 
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nampaknya makin menunjukan basil, hal. ini memacu optimalisasi 
komitmen (Common Market Globa� yang akan mendu.kung kesejabteraan 
dan kemakmuran bersama yang berkelanjutan dan terkait dengan 
optimisme abad ke 21 sehingga prediksi tabun 2006 mempakan Stage of 
Gnnvth dari era perekonomian Asia dan ASEAN. 
, Berbagai cara perbaikao jalinao bilateral dao multilateral telab 
dilakukan, namun realita pelaksanaan seringkali tidak sepenuhnya betjalan 
seperti yang diharapkan. Upaya pentahapan menuju liberalisasi 
nampaknya secara global sangat menduk.ung pembentukan blok 
perdagangao secara tidak langsung untu.k mengaotisipasi flu.ktualisasi 
global 
Kecendrungao pasar global ini mengharapkan kawasan Asia 
(ASEAN) -tennasuk Indonesia merupakan salah satu negara 
bet:kembang- untuk turut serta dalam kompetisi yang semakin ketat. Era 
globalisasi ini menimbulkan berbagai perubaban yang t:idak terelakkan 
dengan segala fu.ntutannya berupa: 
1. Capital Intensive (percepatan produksi sehingga dapat
memberikan added vollle yang optimal) mengutamakan labor skill
dari pada labor intensive.
2. Kecendrungao capital intensive memacu pada globalisasi investasi
yang didu.kung oleh pemahaman ekonomi rasional.
3. Munculnya peta kekuatan global (triad p<»Pei>J yang terdiri dari
intra Pasifik, Uni Eropa, Intra Amerika, dan Asia Timur­
Tenggara.1 
Konteks multilateral jangka panjang sangat dimungkinkan kawasan 
ASEAN yang merupakan lahan capital flight dan relokasi industrialisasi 
dan sejumlah industriawan Eropa. Dalam hal ini ni1ai multialisme dan 
strategi akan memberikan kontribusi pada kawasan Asia dalam bentuk 
nilai investasi yang akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 
secara demokratik regional serta tenaga ketja (labor intesnsive), 
sedangkan pihak 111vestor sendiri dapat memanfaatkan jalinan ekonomi 
perdagangan yang menduk.ung ekspansi dan jalinan bilateral secara 
kbusus. 
Pertemuan Menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa (EU) ke 12 
di Singapura pada tanggal 14 Februari 1997, mencetuskan deklarasi 
bersama yang berorientasi meningkatkan ketja sama bidang ekonomi dan 
perdagaogan, namun bukan berarti dalam pertemuan lima belas menteri 
luar oegeri EU dan tujuh menteri ASEAN itu betjalan mulus, karena 
perdebatan tentang politik dan HAM masih menjadi agenda lama (karena 
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masuknya Myanmar menjadi keanggotaan ASEAN) yang seringkali 
dijadikan senjata strategi oleh sebagian negara untuk menekan negara 
lainnya.2 
Kalau kita amati basil dari KIT ASEAN ke V yang dilaksanakan 
pada akhir Desember 1995 di Bangkok, mencetuskan Summit 
Declaration, menunjukan bahwa anggota ASEAN sepakat untuk 
mempercepat pembentukan komunitas integratif yang terpadu dalam 
kontek kooperatif terbuka, keamanan, fungsional, ektemal, dan ketjasama 
ekonomi, melalui modifikasi lain dengan berorientasi kepada pasar bebas, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, dalarn waktu yang bersamaan dapat 
melindungi pihak lemah dari sisi negatif industrialisasi dengan 
menggunakan pembaharuan hukum. l 
Pembaharuan hukum dapat diciptakan apabila kita memiliki institusi 
hukum dan profesi hukum yang mampu menjaga integrasi dan persatuan 
nasional, yang dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri 
serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, 
pembagian yang adil atas hak-hak, keistimewaan tugas dan beban. 
Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat 
tercermin dalam setiap pengambilan keputusan.4 
Sedangkan pembangunan yang komperhensif harus memperhatikan 
hak-hak asasi manusia yang keduanya tidak dalam posisi berlawanan, dan 
dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi 
ma.�yarakat. Hal ini menjadi bertambah penting, karena bangsa kita 
berada dalam era globalisasi yang artinya harus bersaing dengan bangsa 
lain.s 
Dampak era globalisasi pasar bebas terhadap negara-negara yang 
sedang berkembang (khususnya Indonesia), akan mempengaruhi struktur 
masyarakat yang agraris ke struktur industrialisasi menyebabkan 
timbulnya kesenjangan domestik dan tidak meratanya basil pembangunan 
ekonomi, sehingga tetjadi kerusuhan sosial yang mengakibatkan unjuk 
rasa seperti di Jakarta, Tasikmalaya, Situbondo dan lainnya. Mereka 
merasa hak-hak yang di mi1iki setiap orang tidak terlindungi oleh hukum. 
Pemikiran penulis yang ingin dikemukakan dalam jumal ini, adalah 
tentang pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa 
memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), namun era gobalisasi 
dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keduanya harus terintegrasi, 
sehingga dapat menciptakan kebijakan baru yang lebih aplikatif demi 
terwujdnya pemerataan dan keadilan. 
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Hubungan Antara Hukurn Dan Pembangunan 
Peranan hukum di dalatn pembangunan sekarang ini semakin di 
rasakan. Hal ini telah kita rasakan dari Repelita I sampai dengan Repelita sekarang ini paling tidak telah dirasakan memperoleh kemajuan. Berbicara 
mengenai peranan hukum dalam pembangunan sesungguhnya sudah _ 
dimulai semenjak keputusan-keputusan dibuat oleh para perencatia. pembangunan yang harus dijalankan.· Kemudian berbagai keputusan dan kebijaksanaan ekonomi tersebut 
dirumuskan ke dalam undang-undang dengan jelas dan terbuka sehingga dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas, dan menjadi sandaran . 
- dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pihak dan instansi
yang terkait di dalam peroses pembangunan, atau pelaksanaan keputusan ·hukum. Apabila dihubungkan dengan pembangunan ekonomi dapat kita ·
lihat kepada dua tipe, yaitu tipe ekooom pasar (kapitalis) dan yang kedua _
adalah ekonomi berencana 6 
Dalam sejarah kita melihat pertumbuhan dan sistem yang hainpir
bertolak belakang, dan kedua sistem ini semakin lama semakin -- -
berkembang dan melahirkan berbagai variasi. Sistem ekonomi pasar ini
- dikenal dengan sistem kapatalis, yaitu suatu sistem liberalis yang dapat
memberikan kesempatan besar secara individu dan swasta untuk bergerak -
di bidang ekonomi tanpa campur tangan dan hambatan dari negara di -
mana sistem ini mendapatkan tempat yang subur terutama di Amerika ·
Serikat dan Eropa, walaupun sistem ini tidak sepenuh,nya bisa di jalankan,
apalagi perkembangan mutahir dalam politik Intemasional.7 
Karakteristik dari sistem ini (ekonomi liberal) pelaku utama dari
aktivitas perekonomian adalah secara individu dengan perusahaan swasta,
kemudian hukum yang diterapkan paling menonjol adalah dalam sistem
hukum keperdataan dan hukum dagang, serta mempunyai pelaksanaan
manajemen dan mempunyai konsep hukum yang jelas (tertib ekonomi),
dan legal order masing-masing yang mempunyai argumentasi Qogica) dan
alasan tersendiri. Sedangkan dalam hal mekanisme hukum d i dalam ._
masyarakatnya tidak akan pemah dapat bekerja dengan sempuma untuk -
inengatur atau mengontrol secara paksa, scrta dinamika tata ekonomi
hukumnya mempunyai logika tersebut, sehingga perekonomiannyadiserahkan kepada ekonomi pasar yang disebut The Law ef Free Market
Mechanism.
Kedudukan hukum dalam logika hukum ekonomi sendiri terdapat. 
pada hukum yang bersifat memfasilitasi (mcngikuti) dan tidak memaksa, 
_ sedangkan hukum memberikan kebebasan terhadap pelaku ekonomi, . 
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untuk membuat norma-oorma dari substansi itu sendiri, maka secara 
hukum akan mengikat dan mengatur hubungan-hubungan antara 
individu-iodividu dao perusahaan dalam hal masalah perjanjian kontrak 
mengenai The Freedom of Making Contracts. Oleh karenaoya dalam sistem 
ekonomi kapitalis masalah kontrak sangat fundamental. 8 
Peran pemerintah dalam masalah hukum hanya sebagai pemberi 
fasilitas atau pengawas (watch dog), tugas pemerintah di sini hanya 
menjaga agar ekonomi betjalan dengan lancar, karena apabila ekonomi 
ingin berkembang maka harus ada kompetisi yang bebas. Pemerintah 
akan bertindak apabila tata ekonomi mengalami gangguan dari pelaku­
pelaku ekonomi, misalnya tetjadi monopoli pasar yang dikusai oleh 
koogl.omerat. 
Hubungao dan transaksi-transak.si antara pelak.u ekonomi bisnis 
dikontrol oleh faktor internal dan faktor ekstemal itu sendiri. Sedangkan 
faktor ekstemalnya adalah pemerintah (hukum formal), akan difungsikan 
manakala hukum internal sudah tidak dapat ber.laku lagi. Oleh karenanya 
apabila tetjadi sengketa antara bisnismen tidak dapat diselesaikan melalui 
negosiasi, walaupun ada mediator sebagai penengah tidak dapat 
menyelesaikan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui hukum 
formal. Hal ini untuk menjaga ketertiban ekonomi setelah hukum 
intemasional tidak. dapat menyelesaikan. 
Sedaogkao sistem sosialis disebut juga ,-entral!J planned economzi:f. 
Sistem ioi dalam perekonomian dikuasai oleh negara, di sioi negara 
melakukan campur tangan pada hampir semua kegiatao perekonomian, 
semuanya diatur secara sentral. Sistem ini berkembaog di negara-negara 
Eropa Timur, yang pada perkembaogannya melahirkan pula berbagai 
variasi, karena dalam memperak.tiakn sistem sosialis ini secara penuh 
sukar diterapkao. 9 
Dalam sistem sosialis tidak mengenal adanya sistem kebebasan 
berbisnis baik secara individu atau untuk swasta. Semua perkembaogan 
perekonomian dikontrol oleh negara dao keputusao-keputusan ekonomi 
serta transaksi berada di tangan perencana pusat, yang terdapat di 
beberapa kementrian (segala ak.tivitas perekonomian ada di tangan 
negara). Di dalam perak.tik wewenang untuk membuat keputusan 
ekonomi dan perencanaan didelegasikan pada menager-meoager 
perusahaan negara, maka sistem ekonomi sosial dikenal sistem komando. 
Sistem kootrak ini dalam perdagangan memang ada, namun 
petjaojiannya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis (adanya hu.kum 
ekstemal dan internal). Namun dalam sistem ekonomi sosial tidak. ada 
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aturan hukum tersebut, oleh karenanya semua kontrak diatur oleh negara. 
A pabila tetjadi suatu penyimpangan, keputusan meng<..-':Dai bak prcrogatif 
ada dipihak pemerintah pusat, karena sistem ekonominya lebih bersifat 
memaksa (.gimment rechl), ekonomi sosialis ini dikenal dengao ckonomi 
eksekutif (produk eksekutif), kenapa? Karena keputusan hukumnya 
dianggap sebagai pencenninan kemungkinan yang akan tetjadi dalam 
bisnis tidak mungkin semua masalahnya diataur oleh negara. 10 
Oleh karenanya setelah adanya pangsa pasar bebas, negara sosialis ini 
mulai membuka diri, yang temyata negara sosialis mengalami 
kebangkrutan dalam hal perekooomian, kareoa oegara tidak dapat 
mengatasi masalah, misalnya sepcrti di Cina dan negara bekas YugoslaV1a 
yang dilanda kemelut peperangan baru-baru ini. 
Dalam pembangunan seutu.bnya tingkat pendapatan, atau 
kemakmuran bukanlah segala-galanya yang dapat meneotukan martabat 
manusia, meskipun itu adalah hal yang paling penting dan perlu. Namun 
yang iogin kita usahakan dan capai adalah bagaimana mempertahankan 
atau meningkatkan martabat manusia dalam pertumbuban ekonomi yang 
tinggi, atau setidaknya bagaimana keduanya mempunyai kekuatan yang 
saliog mcngisi dan memperkuat satu sama lain. 
Di sisi lain pendapatan nasiooal yang tinggi perl.u, namun pemerintah 
belum dapat mencukupi untuk mengembangkan sumber daya manusia 
dan pemerataan pendapatan ekonomi dalam pembangunan, sementara 
kebijakan-kebijakan terteotu sangat diper1ukan untuk memanfaatkan 
pertumbuhao pendapatan yang tinggi guna meningkatkan martabat 
manusia. Hal ini sudah tentu pada ta.hap awal pembangunan di mana 
pemenuhan kebutuhan pokok adalah sasaran yang sangat utama, namun 
selanjutoya diperlukan langkah lebih jaub tidak hanya memenuhi 
kebutuhan pokok melainkan melangkah ke tingkat pemenuhan martabat 
dan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era teknologi dan 
globlalisasi. 
01.ch karenanya salah satu peranao hukum ekonomi harus dapat
mengusa.hakan dan merumuskan suatu pedoman yang dapat dijadikan 
pegangan atau orientasi dalam menentukan kebijakan pembangunan. 
Menjadikan hukum yang berperan dalam kegiatan pembangunan adalah 
merupakan bagian atau proses khusus yang ditempuh oleh setiap 
manusia, sebagai subyek hukum uotuk semakin memahami dan 
menguasai eksistensinya dari kegiatan yang ia lakukan, karena manusia 
sebagai ma.hh.ik budaya akan melihat kepada dirinya sebagai relalitas yang 
tidak akan pemah selesai dari kegiatan pembangunan, yang dilakukan
dengan memer.lukan pedoman dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 
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Pembangunan ekonomi melalui teori-teorinya selama ini tertuju 
kepada masalab-masalah pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya 
masalah kcadilan sosial sebagaimana pendapat Gunnar Myrdal dengao 
Equity Issuenya mengemukakan bahwa pada umumnya yang kurang 
dihi.raukan oleh teori ekoootni adalah banyakoya peran pemerintah yang 
penuh dengan kepercayaan dengan meramalkan bahwa kemiskinan akan 
hilang dengan sendirinya, dan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk 
deogan pencapaian tingkat pertumbuhan yang pesat 
Tetapi dalam kenyataan pertumbuhan tersebut tidaklah seluruhnya 
benar dapat menghilangkan kemiskinan dan dapat memenubi kebutuhan 
dasar penduduk, hal ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana solusi 
masalah keadilan sosial dapat seiriog dengan pertumbuban ekonomi yang 
merupakao syarat yang harus dipenuhi (Necessary Condition) tetapi belum 
merupakan suatu syarat yang mencukupi (Sujfident Condition) untuk 
mewujudkan keadilan sosial clan ekonomi. 11 
Implikasi dari taotangan tersebut, maka perlu di butuhkan perubahan 
dalam pola pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi harus 
berada dalam arab perubahan struktur dalam alokasi 'dan mobilisasi dari 
sumber-sumber daya yang produktif dengan perkataan lain perlu 
pelaksanaao berupa realokasi sumber daya produkt:if seperti modal, 
kewiraswastaan, tenanga ketja atau perburuhao, dan sumber daya alam, 
dengan mengusahakan kegiatan yang meoghasilkan dan mendiRtribusikan 
pemerataan pembangunan secara merata, deogan model pemerataan 
Growth With Equity, jangan tetjadi monopolisasi bagi kaum konglomerat. 
Pada masa sekarang ini masih sebagian orang mempunyai adigum 
atau anggapan mempertentangkan adanya keberadaan antara hukum dan 
ekooomi, karena antara keduanya tidak mungkin berjalan secara paralel, 
clan masing-masing keduanya merupakan dua aspek yang bertolak 
belakaog, disisi lain ekonomi dinilai niemiliki karak-t:eristik gerak 
perkembangan yang cepat dan fleksibel, sementara justru hukum di pihak 
lain dianggap betjalan lamban dan kaku, maka atas dasar pemikiran 
tersebuta ia menyimpulkan bahwa hukum dan ekonomi tidak mungkin 
berjalao seiring dengan hukum yang selalu tertinggal. 12 
Kalau kita lihat dari sudut teoritis ekonomi, suatu cara manusia 
memenuhi kebutuhannya. dimana tiap-tiap kelompok manusia dan tiap 
bangsa mempunyai cara m.asing-masing. Bagi kalangan tertentu cara ini 
dapat dilakukan dengan berbagai perilaku apa saja yang akan ia laku.kan, 
tidak peduli apakah cara itu hanya dapat menguntungkan segelintir orang, 
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dan merugikan sebagian masyarakat lain, pokoknya punya prinsip mana 
yang kuat adalah yang menang, dan yang lemah akan tertindas. 13 
Dan ada juga suatu cara yang semua pengaturanoya diatur oleh 
negara, scdangkan masyarakat tidak mempunyai kewcnangan hak sama 
sekali, . semua mekanisme ekonomi dimonopoli, dimana masyarakat tidak 
diperbolchkan untuk mengatur dirinya sendiri, dengan kata lain 
masyarakat hanya dipandang sebagai objek ekonomi, bukan subjek 
ekonomi. 
Dengan kcdua persoalan tersebut di atas kita akan dihadapkan 
kepada pcrsoalan pilihan untuk pengaturan ekonomi mana yang akan 
diterapkan <lalam pemerintahan Indonesia, sebab soal pilihan hidup 
bersama tidak semata-mata soal motif ekonomi, tetapi menyangkut 
masalah hukum bahkan hal ini kedudukan hukum mempunyai posisi yang 
kuat, karena hukum menentukan arah mana yang akan ditcmpuh dan 
bagaimana arah tersebut ditempuh. 
Hal ini membuktikan bahwa sama sekali tidak benar, karena hukum 
dan ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda yang tidak ada 
hubtmgannya, tetapi ekonomi dan hukum bergcrak erat dimana antara 
. keduanya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan perkcmbangan 
ckonomi dan hukum diseluruh dunia menunjukan hal itu, bahwa 
perkemban6ran ckonomi mau tidak mau akan mempengaruhi peta hukum, 
begitu pula sebaliknya perubahan hukum juga akan mempcngaruhi 
dampak yang luas terhadap ekonomi, karena dere6�asi yang dilaksanakan 
oleh pcmerintah pada dasamya adalah produk hukum yang menyangkut 
peraturan, akan tcrbukti dan memberikan <lampak yang luas dalam 
kehidupan perckonomian nasional. 14 
Pada tahun 1981 wartawan Su<lirman Tebba berpendapat dalam 
salah satu artikcl di harian Kompas ia mengatakan ckonomi dan hukum 
mcrupakan dua sub sistcm kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu 
sama lain, interaksi antara kedua sub sistcm tersebut akan nampak jelas 
apabila kita mclakukan pendekatan dari studi hukum <lan masyarakat, 
dalam pedckatan ini hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat 
norma-norma yang bersifat otonom, tetapi sebagai institusi sosial yang 
secara nyata berkaitan erat dcngan bcrbagai segi sosia] di masyarakat. 
Bagi Indonesia sistem ekonomi <lan hukum kcduanya dipakai sebagai 
korelasi yang bcrmuara kepada UUD 1945 dimana sistcm ekonomi yang 
kita terapkan tidak bolch melanggar dcngan ketentuan hukum dalam 
UUD 1945, namun sebaliknya hukum yang hcndak kita terapkanpun 
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tidak boleh sampai menghambat pembangunao ekooomi yang diinginkao 
oleh UUD 1945. 
Presideo Soeharto dalam pidato keoegaraao meoegaskao di depan 
aoggota DPR pada tanggal 16 Agustus 1981, bahwa tujuao pokok jangka 
paojang pembangunan yang harus dipegang teguh adalah melaksanakan 
pembangunao ekonomi, membuat seluruh masyarakat hidup sejahtera 
lahir dan batin, pemerintah berdasarkan sistem ekonomi ini sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 "Kesejabteraan sosial kegiatan 
ekonomi negara dao masyarakat serta pembangunan ekonomi pad.a 
umumnya harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial seluruh 
rakyat Indonesia. 15 
Mubiyarto dalam ceramahnya mengernukakan tafsiran isi dari pasal 
33 UUD 1945, ia mencoba memberikao lima ciri khas sistem 
perckonomian Pancasila antara lain : 
1. Sistem ekooomi Pancasila adalah soko guru perekooomian
Indonesia.
2. Perekonomian Indonesia adalah gerakan oleh rangsangan
ekonomi, sosial, dan yang paling penting aclalab moral,
walaupun masalah materi., tetapi tidak berarti bahwa materi itu
tidak acla hubungannya dengan moral clan sosial.
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya deogan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sehingga clalam perekonomian pancasila
terdapat solidaritas sosial.
4. Perekooomian Pancasila berkaitan clengan persatuan Indonesia
berarti oasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi,
seclangkan sistem perekonomian kapitalis pacla dasamya
kosmopolitisme sehingga dalam mengejar keuntungan tidak
mengenal batas-batas negara.
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya
keseimbangan antara perencana senttal (nasiooal) dengao
menekankan pad.a desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-
k · k · 16 egiatao e onorm. 
Apabila kita kaji clalam UUD 1945 ini acla dua pasal yang terdapat di 
dalamnya sebagai laoclasan struktural ekonomi yang kita cita-citakan yaitu 
terdapat pad.a pasal 27 UUD 1945, berbunyi: 
(1) Segala warga oegara bersama kecludu.kaonya di clalam bukum clan
pemerintahan, wajib menjungjung hukum dan pemerintahan ini
clengan ticlak acla kecualinya.
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(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekcrjaan dan p�pan yang
layak bagi. kemaousiaan. r,.dm:,;;:r-::,('f 
Kemudian pasal 33 UUD 1945 berbuoyi: ,, !£.btJ.J .ki'-;r, 
(1) Perekonomiao disusun sebagai usaha bersama berd�- atas a.sas
kekeluargaan. ,. ll-£ • q::>�m )'
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi. : � �y�
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai o-Ie.bt-negasa·-u.,j · :t ::!"i
(3) Bumi, air dao kekayaan alam yang terkandung di·� r
oleh negara dao dipergunakan u.ntuk sebesar-be �� att
rakyat. ,;,.su.1.b..l iq · i. -r, "' 
Dengan demikian uraian tersebut telah menunjukkaolibah.wa aotara 
sistem hukum dan sistem hukum ekonomi suatu Mmmiii:�pun¥-� 
hubungan yang sangat erat, apalagi kita kaitkan dengan-:Pa�f� uun
1945 akao nampak jelas adanya perpautao aotara hukum �konomi, 
misalnya yang terdapat di dalam rumusan ayat (1•),�llici:bi.Jnyi 
"Perekonomiao dismmn, kata disusuo ini menu.njuk<kah-q:�yang 
normatif, sehingga perekonomian tidak diserah kan begim a�..kepada 
kekuatan pasar, tetapi dikendalikao� yang padai,d�ks'anaan 
pengaturannya diatur oleh hukum, dan apabila kita kaji. Pasal -2.:1 clan Pasal 
28 akan terdapat lima asas antara lain : ; ; .dh: 
1. Asas persamaan dalam hukum,
2. Asas kemanusiaan, r . 
3. Asas kekeluargaan, : , , 
4. Asas keseimbangan, dan
5. Asas kemanfaatan. ·
Dengan kelima asas tnt merupakan cm dari si.stem hukum
perekonomian dalam pembaogunan nasional. 
·'
Peranan Hak Asasi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Dampak 
Globalisasi Pasar Bebas. 
Konsep hak asasi dalam perkembangannya menurut Joh.a 
O'Manique, sangat luas dan komplek, ia memberi.kan suatu· k_� .q, 
pandangan pada konsep secara menyeluruh dan mendalam a.� 
mendiskusikan beberapa konsekwensinya dari keseluni,han tteori 
tersebut. 17 (, 
Istilah perkembangan dimaksud yaitu apa yang digunakan dalam 
bidang sosial, serta Iebih khusus lagi ditujukan kepada kelas sosial yang 
lebih rendah yaitu suatu daerah di bagian selatan, pada permulaan Perang 
Dunia kc-II, secara tradisional ditandai oleh suatu proses ekonomi 
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dengan perkcmbangan "Gross Domestit: Produd' meskipun secara teori dan 
praktek perlrembaogan ekonominya tetap didominasi clalam biclang 
politik sosial,-burdaya, teknologi, dan moral yang sudah dapat di.kenal pada 
clekacle teraldiit. 
Konsep asasi manusia di daerah Barat sudah dikenal sejak lama, 
-mpi: �eJcrrang: '-Ida konsep dari perkembangan secara luas telah dibatasi 
pada · · politik dan sip� meourut Laquer dan Robin ia 
.meng.:oef I 1 .dari dasar-dasar teori hak asasi manusia ini didukung oleh 
Jro-::rrJlla�.-11Z-menyatakan bahwa otonomi kebebasan individu dalam 
:menghadap- saan pemerintah, bukan dalam arti sempit yang 
didominasi olclr masyarakat Barat, tetapi konsep ini memberikan suatu 
pandaog:an -y.mg lebih luas seperti diaojurkao dalam petjanjian PBB tahun 
1966, yang meoambahkao hak-hak ekonomi, sosial dao budaya (In 
Human Right A Competition of International Instruments (New York -
United Nations, 1988). 
Konsep-konsep mengenai hak asasi manusia ini mempengaruhi sikap 
clan kenyataan luas, memiliki akibat nyata clan positi.f, pada program 
proyek pembangunan di dunia ketiga (dunia berkembang) telah memiliki 
keuntungan daru sudut pembaogunan secara luas karena masuknya modal 
asing yang banyak dirasakan, bahwa konsep HAM yang dipecluas akan 
menolong kepada kepatuban hak-hak tcrsebut, tetapi menyangkut kepacla 
proses pembangunan. Karena kepentingan yang timbul bukan hanya 
konsep yang berkembaog tetapi hubungan antara mereka (A Year Book 
on Countries Receiving Norwegian Aid, Oslo, Norwegian University 
Press, 1985). 
Dalam tulisao sebelumnya John O'Manique mendiskusikan tentang 
kemungkinao suatu hak-hak dasar universal yang tidak dapat dicabut, ia 
berharap dapat menggunakan konsep yang menghubungkan antara HAM 
clan perkembangannya sebagai dasar clari analisis menclalam tcntaog 
HAM clalam peckembangannya, ini harus adaoya konsep yang menyatu, 
misaloya saja tentang isu-isu seperti hak clasar, pelaksanaan HAM, 
prioritas HAM, dan hak-hak kewajibao kelompok indiviclu yang akan 
dipertimbaogkao, dimana konsep-konsep tentang bak asasi tersebut telah 
dirangkum secara singkat aotara lain: 
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1. Hak aclalah suatu pemyataan terhaclap sesuatu yang dibutuhkan
dalam perkembangan manusia yang diyakini sebagai keseluruhan
dasar moral yang sesungguhnya, satu hal yang harus
dikembangkan atau apa yang harus dilakukan dan dibutuhkao
untuk berkembang, kecenclerungan aktualisasi manusia yang
AL-QALAM, VoL XVIII No.90-91 
sangat penting ditemukan pada semua organisme untuk 
berkembang (Universal and Inalianable, 1990 : 456).18 
2. Pemyataan yang dikenal oleh komuniti dan pelaksanaannya
diizinkan dan ditingkatkan dengan sistem penyusunan moral,
yang dapat dilihat secara implisit sebagai suatu petjanjian sosial,
ditemukan pada pengakuan yang saling bergantung · dan
membutuhkan dalam suatu komunitas.
3. Pasar-pasar sebagai pemyataan dan penghargaan ditemukan
pada kecenderungan yang mendasar bagi tingkat perkembangan· sosial dan individu, dasar-dasar sosiologis dimana manusia harus
menuju kepada pemyataan-pemyataan tersebut yang sudah lama
ada, dan merupakan suatu kesatuan.
Pendekatan Barat mengenai hak-hak asasi manusia ini, · ban yak 
dipengaruhi oleh pendapat Thomas Hobbes, yang mana pemikirannya 
diperkuat oleh pandangan hukum ekonomi klasik yaitu suatu peroyataan 
bahwa setiap manusia adalah musuh bagi manusia lainnya, menurut 
Hobbes karena manusia itu setiap saat saling memusuhi. 19 
Thomas Hobbes menggambarkan melalui pemikirannya bahwa 
kehidupan di alam bebas ini, penuh dengan tantangan dan peperangan, 
hasilnya adalah kehancuran, karena itu perlu ada suatu petjanjian 
masyarakat, yang sepakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada 
raja, raja mendapat mandat dari anggota masyarakat, mempunyai 
kekuatan mutlak untuk membangun perekonomian dalam pemerintahan. 
Penerapan hak-hak asasi manusia hubungannya dengan 
perkembangan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini kita harus melihat 
dari kepentingan beberapa aspek masing-masing negara dalam menafsirkan dan mengembangkan HAM tersebut, karena menjelaskan 
pengertian hak-hak asasi secara individu atau mengkaji hak individu pada 
saat dan situasi tertentu banyak terdapat perbedaan dari pelaksanaannya, 
pada pelaksanaan ini bagaimanapun juga adalah untuk menjamin hak-hak 
individu dan memberikan perlinduogan langsung terhadap korban bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia. 
Indonesia sebagai negara berkembang merintis teknologi iodustri 
dalam mengembaogkan pembanguoan ekonomi. mau tidak mau harus 
memulai dengan tiga tingkatan, yaitu tingkat pencapaiao pembangunan dan kesatuan nasional (univikasi), tingkat indutrialisasi, yang ditandai 
dengan akUlllulasi modal dan pembentukan manager-manager untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kesejahte� negara dimana 
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pekerjaan utama pemerintah adalah .. melindungi mereka yang menderita 
akibat perkembangan irnfostrialisasi. . . . . . .• 
Dalam hal ini mau tidak mau harus bertahap dilaksanakan, karena 
kebijakan pembahanian hukum ekoriomi Indonesia daiam· era gelobalisasi 
sekarang ini · adalah ·untuk· mengantisipasi· menghadapi kecendrungan pasar bcbas, hendaknya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu 
yang bersamaan, dapat . mdindungi pihak yang lemah dari sisi negatif 
industrialisasi, merupakan salah satu· aspek · diterapkannya J-IAM di 
Indonesia. Ketiga orientasi ini harus tercermin dalam pembaharuan 
peraturan-peiaturan perundarig�undangan, dan sikap tindak aparatur 
negara dan presepsi ma'syarakat Indo�esia terhadap huk�m. 20 
Untuk mengkonfirmasikan- . suatu ·. model tertentu, dalam 
pembangunan hukum berkeadilan sosial sebagai akibat akumulatif 
pembangunan orde baru selama ini sangatsulit, karena dalam penerapan strategi dan merealisasikannya · mengandung suatu tindakan 
pengejawentahan . hasrat untuk menciptaka11. keadil� tersebut, yang 
tampak adalah dalam pendekatan pragamatik lebih ditonjolkan dibanding 
adanya sistem clan strategi yang matang. untuk disiapkan sebelumnya, 
karena peran militer yang menonjol disebuah negafa meinbawa dampak 
adanya kendala-kendala lain, hal ini dapat kita pahami melalui elemen­
elemen pendekatan periodesasi secara pragmatik : . 
1. Periode 1966-1969, sumbangan terpenting orde baru dapat
mengendalikan inflasi dari 65, 05% menjadi sekita .10�/o, daya beli
masyarakat dapatdipulihkan dan relatif dinormalkan.
2. Periode 1969-1974, dana luar negeri dari migas, sebagai titikhistorisasi dimulainya secara kontinu menciptakan transfer untuk
berbagai program yang ditunjukan ke daerah pedesaan (Program
Inpres) untuk menciptakan GNP clan strategi ISJ (Import
Subsitution Industries) n:iulai digelar sebagai bagian dari gelombang
unversal di dunia ketiga.3. Periode . 1974-1978, strategi ...• diteruskan sambil mengkooptasi(demonstasri Malari sebagai katolisator) maka dimulainya kebijakan
pribumisasi (transfer kredit dan pembinaan) karena banyak
pengusaha kecil yang gulimg. tikar digilas oleh modal asing yang
be bas beroperasi sejak tahun · 1967.
4. Periode 1978-1983, pemerintab mencoba mengawinkan modal
pertumbuhan dengan strategi ISI sebagai tonggaknya, dengan strategipemenuhan kebutuhan pokok melalui delapan jalur pemerataan,
dalam realisasinya menghadapi turunnya penerimaan negara <larimigas, clan mencuatnya berbagai kinetja inefisien, ini tetjadi dimana-
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inana di dunia ketiga kccuali beberapa negara sepcrti Korea Selatan. 
Namun negara kita dapat diselamatkan karena keberhasilan 
swascmbada pang-an serta pcmbanguna.11 pertanian pedesaan dan 
. pemenuhan kebutuhan pokok pada umumnya, namun 
berlangsungnya produk inefisien tersebut.21 
5. Periode 1983-1993, sehubungan mengalami inefisiensi, strategi ISi
serta tuntutan go Intemasional dao kebutuhan akan promosi ekspor
. dari produk non migas dalam negeri, bersamaan tidak tertandinginya
model . · kapitalisme Barat pasca runtuhnya komurusme,
pemerintahpun mengadopsi clan tidak dapat menghindari dari agenda
tuntutan Universal menyangkut efesiensi , pripatisasi, deregulasi.dap
kcterbukaan. politik, maka priode ini tarripak kontradiktif kar�a
terjadi:
1. Proses konglomerasi yang tidak tcrkendali, tetjadi proses
kosentrasi aset produktif dikelompok kecil pemilik perusahaan
raksasa, hal ini sangat mengganggu keadilan sosial masyarakat.
2. Jumlah kemiskinan absolut yang berkurang secara signifikandalam kurun sekitar kurang dari dua dekade mendapat pujian
dimana-mana, sedangkan kinerja tentang kemiskinan relatif
tergantung bagaimana pcmbagian pendapatan diantara
kelompok dalam masyarakat yang justru semakin
menghawatirkan, ditandai dengan boom pasar. modal,
perbankan scrta proses konlomerasi dan konsentrasi sekitar 5°/()
kelompok terkaya dalam piramida pembagian aset produksi
nasional.22
Solusi dalam mengurangi jumlah penduduk dibawah garis 
kemiski11an denga11 melalui sistcm redistribusi lewat transfer sccara 
langsung, peran dominan lcmbaga koperasi dengan (program inprcs) 
kcnyataannya sangat lamban, dimungkinkan semakin timpangnya 
pembagian pendapatan antara golongan . di masyarakat, karcna 
mcnyangkut proses kcbutuhan institusional yang sistematis dalam waktu 
panjang sangat komplek. Misalnya dalam pengembangan industri kcciJ, 
scktor informal, koperasi, pcrba1 kan sebagai jaminan sosial, pcngupahan 
minimum buruh, pengaturan anti monopoli, kartelisasi dan seterusnya 
memerlukan pcmecahan yang sangat serius.�3 
Hal ini ada hubungannya karena komplekasitas dan hetrogenitas 
negeri yang banyak mcmiliki "ter"nya, dan tidak terlalu mcngherankan 
karena sejak tahun cmpat puluhan menurut Gunnar Mydral bahwa 
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masyarakat -Asia Sclatan dan Tcnggara tcrmasuk Indonesia berada dalam 
situasi negara yang bcrsctruktur lcmah (Seft State).24 
Budaya lcmah ini · tid� terbatas pada kondisi penguasa saja, 
tennasuk birokrasi sclaku ·. pelaku· pembangunan, budaya sungkan ewuh 
pakewuh, sikap bawalian. yang tidak konsekwen, hal ini nienimbulkan 
konstribusi tetjadinya kasus korupsi seperti di Bapindo. 
Dalam prespektif ke depan dan untuk merealisasikan pembangunan 
yang .·b.erkeadilan sosial agaknya · .. kita perlu melakukan proses 
pcndewasaan dari sistem yang, tidak mencenninkan keadila.n, tetapi 
menerapkan • .. keadilan semu . dibandingkan dengan isu revolusioncr yang 
berhaluan kiri (radikalisasi buruh misalnya) ataupun berbau neo liberal, 
dalam hal ini HAM dapat memberikan jaw'aban bagi kcsejahteraan 
masyarakat di masa yang akan datang, karena HAM merupakan suatu 
lembaga yang melindungi sctiap penindasan baik secara horizontal 
diantara manusia maupun secara vartikal, campur tangan pemerintah 
yangterlalu ban yak. 25 
. Sebagaimana·_terdapatdalam Universal Declaration of Human Right 
yang di umumkati pada tahun 1948, · yang dikonkritkan dalam suatu 
pcrjanjian fahun 1966 dan diratifikasi pada tahun 1977 yang isinya : 
1. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan . politik, dan tiap-tiap
pribadi . harus dilindungi . terhadap penyelewengan dari pihak
pcmerinfah.
2. · Manusia mempunyai hak-hak .sosial seperti sandang, pangan,
perawatan kesehatan dan pendidikan.
3. Manusia mempunyai · hak-hak sipil clan politik dalam
menentukan pemerintah clan policy pemerintahan tersebut.26 
Kalau kita mclihat konsep Barnt mengenai hak-hak asasi manusia, ini 
hanya berbatas pada hak-hak sipil dan politik, namun UN Convenant 
1966 yang telah penulis kemukakan di atas menam�ahkan hak-hak asasi 
manusia itu meliputi masalah "Economic,S odal and C11/t11ral Right' .27 
, Apabila pembangunan diartikan tidak lebih dari pertumbuhan 
ekonomi dan hak azasi manusia hanya terbatas pada hak politik, maka 
kedua konsep tersebut tidak pemah akan bertemu bahkan saling 
berlawanan, sedangkan dalam perkembangan sekarang ini baik HAM 
maupun .: konsep pcmbangunan sudah diperluas, hak asasi dan 
pembarigiinan tidak pectentangan bahkan menjadi tcrintegrasi dan 
1 . og amnya.� 
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Hak-hak asasi manusia tidak saja dalam hal hak untuk berkumpul, 
be.rserikat dan berbicara (Civil and Political Righi) tetapi juga hak-hak 
ekonomi sosial dan kebudayaan.29 
Pembaoguao bertujuan pula membanguo rnaousia Indonesia 
seutuhoya, untuk membaogun maousia seseoraog memerlukan makaoan 
dao kebebasan betpendapat, untuk kepeduan hidup dan perkembangao 
jiwa keduanya merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dan 
absolut, dengao dernikian bahwa semua hak-hak asasi rnanusia adalah 
saling mengikat yang tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak 
sipil dao politik, ekooorni, sosial serta kcbudayaan harus didorong 
dengao invensitas yang sama.30 
Hak-hak sipil clan politik ini tidak lehih dari prioritas hak:-hak 
ekonorni, sosial dan kebudayaan, ini telah tercermin dalam UUD 1945
dan Pancasila yang isinya sudah mencakup kcpada hak-hak azasi manusia, oleh kamanya apabila ada kritik-kritik terhaclap pelaksanaannya 
maka harm; mendorong kita untuk lcbih peka terutama dalam masalah 
pertanahan, perburuhao, lingkungan hidup clan perlinclungao konsumen 
(S. Pompe, 1994).31 
Karena hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya 
mengaodung lima k-walitas, "Stability", "Predicability", "Falemess", 
"Education" dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. 
Stabilitas clan kemampuan meramalkan prasyarat untuk berfungsinya 
sistem ekonomi, predictability diperlukan sangat besar bagi negara-negara 
dimana masyarakatnya pertama kali memasuki hubungan ekonomi 
melalmpaui lingkunga t.radisional mercka, stabilitas berarti hukum juga 
betpotensi untuk menjaga kescimbangan dan meogakomodasi · 
kepentingan-kepentingan yang sating bersaing, aspek keadilan (Falreness) sepcrti persamaan di depan hukum merupakan setandar clan mencegah 
birokrasi yang berlebihan, tidak adanya setandar tentang adil dan tidak . 
adanya masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang clan 
dalam jangka panjang, ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama 
hilangnya legitimasi pemerintah.32 
Kesimpulan 
Pembangunan yang berorientasi kepada pasar bebas, · dalam 
menghadapi era gelobalisasi menunh1t adanya kebijakan, untuk 
terpeliharanya stabiltas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
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dalam waktu yang bersamaan, dapat melindungi pihak Iemah dari sisi 
negatif Industrialisasi melalui pembaharuan hukum. 
Sedangkan pembangunan yang konperhensif, harus memperhatikan 
hak-hak asasi manusia, yang keduanya tidak dalam posisi yang 
bcrlawanan, dcngan . demikian pembangunan akan. mampu menarik 
partisipasi masyarakat karena. pertumbuhan perkembangan ekonomi 
tidak terlepas dari manusia sebagai aspek hukum, yang mempunyai hak­
hak kebebasan baik dalam. masalah politik, sosial, sandang pangan, 
kesehatan dan pendidikan yang · harus .. dilindungi, dengan demikian 
pembangunan dan HAM akan · dapat betjalan keduanya saling 
terintegrasi, apabila diterapkan dan memberikan solusi penyelesaian 
pembaharuan hukum dalam menghadapi era globalisasi pasar bebas. 
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